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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Anak 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah 

keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat 

sebagai menusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, 

potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki 

peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena 

itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka 

ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak 

mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-

haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
1
 

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa 

depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara 

yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang 

                                                             
1
 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8. 
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dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.
2
 

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum 

matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang 

rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang 

dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, 

dll.
3
 

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya 

dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial 

yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh 

terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan 

melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh 

faktor di luar diri anak tersebut.
4
 

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak 

dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) 

tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau 

                                                             
2
 Ibid. hlm. 11. 

3
 Tim M. Farid, (ed.), Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 

46. 
4
 M. Taufik Makarao, et.al., Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62. 
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karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses 

selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.
5
 

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama 

orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban 

berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya 

kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran 

penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara 

melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam 

dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, 

mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, 

serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan 

yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah 

kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain 

yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap 

anak tersebut.
6
 

1. Pengertian Dan Batasan Umur Anak Dalam Hukum 

a. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 

Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan: “Anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan 

belum pernah kawin”. 

                                                             
5
 Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU 

No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, 

Juni 2015. hlm. 3. 
6
 Serafina Shinta Dewi, Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses 

Peradilan Pidana, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15. 
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Rupanya pembentukan undang-undang pada waktu membentuk UU 

No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terpengaruh pada 

Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1931-254) yang menentukan: 

untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena 

ordonansi 21 Desember 1917, LN 1917-138, dengan mencabut ordonansi 

ini, ditentukan sebagai berikut : 

1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum 

dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa indonesia, dengan istilah 

itu yang di maksudkan: segala orang yang belum mencapai umur 

genap 21 tahun tidak lebih dahulu telah menikah. 

2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 (dua 

puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah 

“belum dewasa”. 

3) Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-

anak. 

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 

angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut daoat diketahui behwa seseorang 

dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan 

2. Belum pernah kawin. 

ad. 1 

Oleh penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 
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(dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, 

kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada 

umur tersebut.  

Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan 

batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu 

mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia 

mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. 

ad. 2 

Yang dimaksud dengan frasa “belum pernah kawin” dalam Pasal 1 

angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah belum 

pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 

1979 tentang Perkawinan. 

b. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak 

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: “Anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan”. 

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 

UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat 

disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 

2. termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
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ad. 1 

Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 

angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sama dengan 

frasa “di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi 

tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 

1998. 

ad. 2 

Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih 

dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata 

yang menentukan bahwa: “Anak yang ada dalam kandungan seorang 

perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga 

kepentingan si anak menghendakinya.” 

Dalam hal ini dianggap “kepentingan si anak menghendaki” dalam 

Pasal 2 KUH Perdata, misalnya adalah berkaitan dengan masalah 

pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya. 

c. Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak 

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-HakAnak menentukan: “Untuk 

tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah 

umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang 

berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” 

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the 

Child), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan 



21 
 

Keputusan Presiden RI Nompr 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu 

petimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan 

pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa 

kedewasaan dicapai lebih awal. 

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Ssitem Peradilan Pidana Anak 

kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak 

dengan menentukan bahwa yang disebut dengan anak adalah anak yang 

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-

Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah 

atau belum kawin.
7
 

2. Pengertian anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak.
8
 

Untuk pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi 

pembahasan utama dan selanjutnya adalah pengertian anak menurut UU 

No. 11 Tahun 2012. 

                                                             
7
 R. Wiyono, op.cit. hlm. 10-14. 

8
 Ibid. hlm 14-20. 
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Menurut penulis, frasa anak yang berhadapan dengan hukum dalam 

Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal 

berikut: 

1. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

menyebutkan: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban 

dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus 

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan 

hukum.... dan seterusnya.” 

2. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

menyebutkan: 

- Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang 

berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, 

merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan 

masyarakat.  

- Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 

melalui: 

a.  perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat 

dan hak-hak anak; 

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;  
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d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik 

bagi anak; 

e.  pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; 

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan anak 

dengan orang tua atau keluarga, dan; 

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan 

untuk menghindari labelisasi. 

Dari ketentuan yang terdapat dalama Pasal 1 angka 3, dapat 

diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam UU No. 11 Tahun 

2012 adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam UU 

No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut. 

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun. 

2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. 

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut “anak” menurut UU No. 

11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya 

berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin 

berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian 
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yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain UU No. 

11 Tahun 2012. 

ad. 1 

Dengan adanya syarat bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apa yang dimaksud dengan "anak” 

harus telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun, maka akibatnya anak yang belum berumur 12 (dua 

belas) tahun bukan "anak" dalam pengertian seperti yang dimaksud oleh 

UU No. 11 Tahun 2012. 

Oleh karena itu, persoalan umur dari anak adalah sangat 

menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 

UU No 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan 

persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-

alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf c KUHAP), misalnya 

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan 

Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan. 

Jika seandainya alat-alat bukti tersebut belum atau tidak ada, maka 

dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat 

(1) huruf a KUHAP), misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari 

anak. 

Dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan "anak" menurut 

UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, tidak tergantung apakah anak sudah 
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(pernah) kawin atau belum (pernah) kawin, sehingga akibatnya anak 

yang sudah (pernah) kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, 

bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap 

bukan "anak" menurut pengertian UU No. 11 Tahun 2012. 

Dalam Risalah Rapat Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak 

disebutkan, bahwa hasil penelitian dan juga menurut beberapa observasi 

dari lembaga lembaga terkait, termasuk di tingkat internasional, 

seyogianya status perkawinan itu tidak dijadikan alasan untuk 

menentukan kedewasaan seseorang. Hal ini selaras dengan undang-

undang kita yang melarang adanya perkawinan anak atau child merried. 

Jadi, tugas negara dan orang tua adalah mencegah perkawinan dini agar 

semakin lama makin hilang. 

ad. 2  

Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 berasal dari kata dasar 

“duga” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah 

menyangka atau memperkirakan (akan terjadi sesuatu). 

Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan “anak tersebut 

diduga melakukan tindak pidana” dalam Pasal 1 angka 3 adalah anak 

tersebut disangka atau diperkirakan melakukan tindak pidana”. 

Apakah yang dimaksud dengan alasan-alasan atau syarat-syarat 

yang diperlukan agar seorang anak dapat diduga melakukan tindak 

pidana?  
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Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 dijumpai pula dalam Pasal 

17 KUHAP yang menentukan: "Perintah penangkapan dilakukan 

terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. 

Apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” dalam 

Pasal 17 KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan: 

“.....Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, 

pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian 

penyidik. Akan tetapi sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa 

menimbulkan “kekurang-pastian” dalam praktik hukum serta sekaligus 

membawa kesulitan bagi prapengadilan untuk menilai tentang ada atau 

tidak permulaan bukti yang cukup.” 

Dalam hal ini yang paling rasional dan realistis, apabila perkataan 

“permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi “diduga keras 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”. Jika seperti ini 

rumusan Pasal 17, pengertian dan penerapannya lebih pasti. Pengertian 

yang dirumuskan dalam Pasal itu hampir sama dengan pengertian yang 

terdapat pada hukum acara pidana Amerika, yang menegaskan bahwa 

untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus 

didasarkan atas affidavit testimony, yakni adanya bukti dan kesaksian.  

Kita percaya jika ketentuan Pasal 17 ini dipedomani oleh penyidik 

dengan sungguh-sungguh dapat diharapkan suasana penegakan hukum 

yang lebih objektif. Tangan-tangan penyidik tidak lagi seringan ini 



27 
 

melakukan penangkapan. Sebab jika ditelaah pengertian bukti permulaan 

yang cukup, pengertiannya hampir sama dengan apa yang dirumuskan 

Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip “batas minimal pembuktian yang 

terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain...dan 

seterusnya".  

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan frasa "anak yang diduga melakukan tindak pidana” dalam Pasal 1 

angka 3 UU No. 11 Tahun 2012, tidak atau bukan anak yang sekadar 

dapat diduga tanpa adanya alasan atau syarat sebagai alat bukti tetapi 

adalah anak yang minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan 

bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Frasa “tindak 

pidana” dalam Pasal 1 angka 3 adalah terjemahan dari kata strafbaar feit 

atau delik. Di samping terjemahan tindak pidana (strafbaar feit) atau 

delik juga diterjemahkan menjadi pelanggaran pidana, perbuatan yang 

boleh dihukum atau perbuatan pidana, yang oleh Moeljatno dimaksudkan 

sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana, barang 

siapa melanggar larangan tersebut.  

Perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, jika menurut 

peraturan tertulis, baik merupakan undang-undang atau peraturan daerah 

maupun peraturan tidak tertulis seperti yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat 

(3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang 

Tindakan-Tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan, atau 

Acara Pengadilan Sipil. 
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B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia 

UU No. 11 Tahun 2012 diberi judul Undang-Undang tentang “Sistem 

Peradilan Pidana Anak” berbeda dengan UU No. 3 Tahun 1997 yang diberi 

judul Undang Undang tentang Pengadilan Anak.
9
 

Apakah yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” dalam 

UU No. 11 Tahun 2012? 

Pasal 1 angka UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulan tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang 

dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan 

hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, 

subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan 

subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum 

pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum 

pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem 

penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan 

perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan 

Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, UU No 11 Tahun 2012 sama sekali 

tidak memberi penjelasan lebih lanjut. 

                                                             
9
 Ibid. hlm 21-29. 
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Hanya saja dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU 

No. 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh 

pembentuk undang-undang. Kehendak dan pembentuk undang undang 

adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 

pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksa. nakan sebagai suatu 

sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam UU No. 

11 Tahun 2012. 

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan Sistem 

Peradilan Pidana Anak, perlu terlebih dahulu untuk mengetahui apakah 

yang dimaksud dengan sistem? 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 

sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk suatu totalitas. 

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum mengemukakan 

mengenai pemahaman yang umum tentang sistem. Beliau mengatakan 

bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri 

atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang 

demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-

bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian 

tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan 

tersebut. 
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Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang 

demikian itu, maka pengertian pengertian dasar yang terkandung di 

dalamnya adalah sebagai berikut. 

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan. 

2. Keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian- bagiannya 

(wholism). 

3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar 

lingkungannya (keterbukaan sistem). 

4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang 

berharga (transformasi). 

5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan). 

6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme 

kontrol). 

Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan Satjipto Rahardjo seperti 

tersebut di atas, Doddy Sumbodo Singgih dalam tulisannya yang berjudul 

Sistem Sosial mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah 

sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu systema. Artinya, sehimpunan dari 

bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara 

teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Berbeda dengan mozaik yang 

merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu 

sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan 

akademis, pengertian sistem kemudian tenus berkembang dan menunjuk 

pada beberapa arti. 
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Pertama, pengertian sistem yang digunakan untuk menunju gagasan 

atau ide yang tersusun, terorganisasi, dan membentuk suatu kesatuan yang 

logis dan kemudian dikenal sebagai buah pikiran filsafat tertentu, agama, 

atau bentuk pemerintahan tertentu. Misalnya sistem teologi Agustinus, 

sistem pemerintahan demokratis dan semacamnya.  

Kedua, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk 

sekelompok atau sehimpunan atau sekesatuan (unity) dari benda-benda 

tertentu, yang memiliki hubungan secara khusus. Misalnya, sepeda motor, 

mobil dan sebagainya. 

Ketiga, pengertian sistem yang dipergunakan dalam arti modul atau 

tata cara. Misalnya, sistem mengetik sepuluh jari, sistem modul dalam 

pengajaran, sistem belajar jarak jauh, dan sebagainya.  

Terlepas dari apa pun pengertian sistem tersebut, kita dapat menemui 

suatu karakteristik yang selalu melekat pada setiap sistem, yaitu bahwa 

sistem selalu terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama 

lain sebagai suatu kesatuan. Secara lebih rinci, karakteristik dari sebuah 

sistem adalah sebagai berikut. 

1. Sistem terdiri atas banyak bagian atau komponen. 

2. Komponen komponen sistem saling berhubungan satu sama lain 

dalam suatu pola saling ketergantungan. 

3. Keseluruhannya sistem lebih dari sekadar penjumlahan dari 

komponen komponennya. Artinya, dalam pengertian sistem yang 
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terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem, tetapi soal 

kualitas dari komponen suatu sistem secara keseluruhan.  

Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy 

sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan apa yang dimaksud dengan 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang perumusannya terdapat dalam Pasal 1 

angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa sistem 

Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik berikut. 

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem 

yang berupa: 

a. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi 

negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara RI. 

b. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa 

sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan RI. 

c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri 

sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi 

sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana di 

nmaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 

1986 tentang Peradilan Umum. 

d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: a. Pembimbing 

Kemasyarakatan, b. Pekerja Sosial Profesional, c Tenaga 
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Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 UU 

No. 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan 

satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang 

ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu 

dalam Bab III dari UU No. 11 Tahun 2012. Muladi mengemukakan 

bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) 

peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana 

formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini 

harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika 

dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan 

membawa bencana berupa ketidakadilan. 

Muladi menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system 

adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat 

dibedakan dalam: 

a. sinkronisasi struktural (structural syncranization), yaitu 

keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan 

antarlembaga penegak hukum. 

b. sinkronisasi substanstal (substansial syncranization), yaitu 

keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta 

horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. 
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c. sinkronisasi kultural (cultural syncronization), yaitu 

keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-

pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh 

mendasari jalannya sistem peradilan pidana. 

3. Keseluruhan Sistem Peradilan Anak lebih dari sekadar penjumlahan 

dan komponen-komponennya, dalam pengertian Sistem Peradilan 

Pidana Anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen 

Sistem Peradilan Anak, tetapi soal kualitas dan komponen suatu 

Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan. oleh Mardjono 

Reksodipoetra dikemukakan bahwa empat komponen dalam sistem 

peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat 

membentuk suatu integrated criminal justice system. Apabila 

keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan 

terdapat tiga kerugian sebagai berikut. 

1) Kesukaran dalam menilaisendiri keberhasilan atau kegagalan 

masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka 

bersama. 

2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-

masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan 

pidana). 
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3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang 

jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan 

efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana. 

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. 23 

Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang 

terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. 

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan 

Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut. 

a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat 

langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan 

anak secara fisik dan/atau psikis. 

b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak 

mencerminkan rasa keadilan bagi anak. 

c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda 

didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, 

etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran 

anak serta kondisi fisik dan/atau mental. 

d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan 

keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan 

tumbuh kembang anak.  

e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas 

hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya 

dalam pengambilan keputusan. 
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f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi 

yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 

g. 1. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, 

ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan 

perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan 

jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses 

peradilan pidana 

2. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk 

meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha 

Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, 

profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien 

pemasyarakatan.  

Adapun Pasal 5 menentukan: 

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan 

keadilan restoratif. 

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; 

b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di 

lingkungan peradilan umum; dan 
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c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau 

pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau 

tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. 

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. 

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak  

Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, terlebih 

dahulu akan diuraikan mengenai pengertian hukum pidana itu sendiri.  

Menurut Prof. Sudarto, SH., bahwa:
10

 

Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, 

jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan 

mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan 

(maatregelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu 

yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena ini, 

hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan 

pembenaran (justification) pidana itu. 

Seorang ahli hukum pidana lain menjelaskan pengertian luas terhadap 

hukum pidana, Moeljatno, Dapat dikemukakan di sini bahwa hukum pidana, 

adalah sebagai berikut.
11

 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupda 

pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. 

                                                             
10

 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 7. 
11

 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7. 
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b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan 

pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut. 

Maka dilihat dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hukum pidana yaitu segala peraturan mengenai segala perbuatan yang dapat 

dipidana dan memiliki sanksi berupa pidana.  

Kemudian, mengenai pengertian tindak pidana, beberapa ahli 

mengemukakan pendapat sebagai berikut:  

1. Menurut Moeljatno, dengan menggunakan istilah perbuatan pidana. 

Dalam pidato dies natalis tersebut di atas beliau memberi arti kepada 

“perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.
12

 

2. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Prof. 

Sudarto. 

Beliau mengemukakan definisi pendek, yakni: Tindak-pidana berarti 

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
13

 

3. Van Hamel merumuskan sebagai berikut: strafbaar feit adalah 

kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, 

                                                             
12

 Prof. Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hlm. 72. 
13

 Ibid. hlm. 70. 
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yang berdifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) 

dan dilakukan dengan kesalahan.
14

 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa tindak 

pidana yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana 

dan diancam dengan sanksi berupa pidana. Sanksi yang dikenakan pada 

tindak pidana bersifat mengikat bagi siapa saja yang melanggarnya.  

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-

unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat 

yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadia dalam alam 

lahir (dunia).
15

 

Menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri 

dari:
16

 

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak 

terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang 

dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan 

nbahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika 

pelakunya adalah seorang PNS. 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa pengahsutan itu 

harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa 

                                                             
14

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61. 
15

 Ibid. hlm. 64. 
16

 Teguh Prasetyo., op.cit. hlm. 52. 
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keadaan yang harus menyertai perbuatan pengahsutan tadi adalah 

dengan melakukan di muka umum. 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang 

terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatn pidana yang dapat 

dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tembahan tadi ancaman 

pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP 

tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan 

luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika 

menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.  

d. Unsur melawan hukum yang objektif. 

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau 

objektif yang menyertai perbuatan. 

e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku 

kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat 

kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat 

melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, 

tetapi tergantung pada nait seseorang mengambil barang. Apabila niat 

hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian 

dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak 

dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang 
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untuk dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya menurut 

hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. 

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak 

terdapat unsur melawan hukum, namum jangan dikira bahwa perbuatan 

tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata di atas, 

perbuatan tadi sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga 

tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri. Akhirnya ditekankan; meskipun 

perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas 

elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan 

elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.
17

 

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di jelaskan 

bahwa “Dalam penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa 

karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, 

hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah 

dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa 

dipidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan 

kepada pemerintah tanpa dipidana apa pun, jika perbuatan merupakan 

kejahatan atau salah satu pelanggaran”. Pasal tersebut dicabut dengan 

adanya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 

                                                             
17

 Moeljatno, op.cit. hlm. 70. 
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mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun dan belum pernah kawin.
18

 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah : 

a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, 

baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum 

lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak di bawah umur sebagai 

anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun
19

, 

dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 

tiga kategori: 

a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak); 

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 

1 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak); dan 

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 

ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak). 

                                                             
18

 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1). 
19

 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3). 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar 

menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum 

dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan 

perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan pembaharuan ini diharapkan 

bisa lebih sempurna dan kekurangan-kekurangan yang ada pada Undang-

Undang sebelumnya dapat teratasi. 

D. Pidana Anak Dalam Perspektif Islam 

Menurut pandangan islam
20

, Anak adalah anugerah sekaligus amanah 

yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan 

upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan 

berkembang sebagaimana mestinya. Namun seringkali harapan tidak sesuai 

dengan kenyataan, entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya 

pengetahuan kita selaku orang tua tentang bagaimana Islam memberikan 

tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan 

proporsinya. 

                                                             
20

 Tarbiyatulizzatijannah, Anak Dalam Pandangan Islam, 

https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam/ Diunduh 

tanggal 18 Desember 2016 Pukul 08.55 WIB. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak
https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam/
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Ciri atau tandanya anak sudah masuk akil baligh itu ada 3. 

Diantaranya : 

1. Sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi buat anak 

laki atau perempuan yang sudah sempurna umurnya 15 tahun itu 

sudah dimasukan dalam kategori baligh. 

2. Mimpi Jima' (bersetubuh) dan keluar mani' (sperma), mimpi basah 

karena umur 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Apabila seorang 

anak yang sudah berusia minimal 9 tahun terus mimpi bersetubuh dan 

keluar sperma itu sudah dinyatakan baligh. 

3. Haid (menstruasi) bagi anak perempuan karena umur 9 (sembilan) 

tahun. Seorang anak wanita yang sudah 9 (sembilan) tahun terus 

datang haid atau menstruasi itu sudah dinyatakan baligh. 

Apabila salah satu apa lagi ciri baligh menurut islam bagi laki-laki dan 

wanita di atas sudah ada pada anak Anda, sudah dipastikan anak Anda 

sudah masuk akil baligh. Itu juga bisa menjadikan Anda bisa bimbing 

anaknya untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhinya.
21

 

كُمْ ثلَاثَ ياَ أيَُّهَا انَّرِيهَ آمَىىُا نِيسَْتأَذِْوْكُمُ انَّرِيهَ مَهكََتْ أيَْمَاوكُُمْ وَانَّرِيهَ نمَْ يبَْهغُىُا انْحُهمَُ مِىْ 

اتٍ مِهْ قبَْمِ صَلاةِ انْفجَْسِ وَحِيهَ تضََعىُنَ ثِياَبكَُمْ مِهَ انظَّهِيسَةِ وَمِهْ بعَْدِ  صَلاةِ  مَسَّ

افىُنَ عَهيَْكمُْ  انْعِشَاءِ ثلَاثُ عَىْزَاتٍ نكَُمْ نيَْسَ عَهيَْكُمْ وَلا عَهيَْهِمْ جُىاَحٌ بعَْدهَهَُّ طَىَّ

ُ عَهِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِذاَ بهَغََ الْْطَْفاَلُ  ُ نكَُمُ الآياَتِ وَاللََّّ بعَْضُكُمْ عَهىَ بعَْضٍ كَرنَِكَ يبُيَهُِّ اللََّّ

                                                             
21 Pondok Pesantren Al’Amin, Baligh Menurut Islam Pada Laki-Laki Dan Perempuan, 

http://pondokpesantrenal-amin.blogspot.co.id/2015/08/baligh-menurut-islam-pada-laki-laki-

dan.html Diunduh tanggal 28 Februari 2017 Pukul 07:08 WIB. 

http://pondokpesantrenal-amin.blogspot.co.id/2015/08/baligh-menurut-islam-pada-laki-laki-dan.html
http://pondokpesantrenal-amin.blogspot.co.id/2015/08/baligh-menurut-islam-pada-laki-laki-dan.html
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ُ مِىْكُمُ انْحُ  ُ نكَُمْ آياَتِهِ ۗ وَاللََّّ نِكَ يبُيَهُِّ اللََّّ  همَُ فهَْيسَْتأَذِْوىُا كَمَا اسْتأَذْنََ انَّرِيهَ مِهْ قبَْهِهِمْ ۚ كَرََٰ

                                                                                       عَهِيمٌ حَكِيمٌ 

 

”Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan 

wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum mencapai ”hulm” 

(ihtilaam) di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu 

hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan 

pakaian (luar)-mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya. (Itulah) tiga 

'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain 

dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada 

keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan 

ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

Dan apabila anak-anakmu telah sampai ”hulm” (ihtilaam/usia baligh), maka 

hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka 

meminta ijin” [QS. An-Nuur : 59]. 

Rasulullah saw mengajarkan bahwa ada dua hal potensial yang akan 

mewarnai dan membentuk kepribadian anak yaitu orang tua yang 

melahirkannya dan lingkungan yang membesarkannya. Dalam hadits 

Rasulullah saw bersabda yang artinya : 

“ Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah, maka kedua orang 

tuanyalah yang membuat dia (memiliki karakter) yahudi, atau (memiliki 

karakter) nasrani atau (memiliki karakter) majusi.” (HR. Muslim). 
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Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana
22

, objek utama 

kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: 

1) Al-Rukn Al-Syar’i atau unsur formil. 

Al-Rukn Al-Syar’i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan 

bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada 

undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi 

kepada pelaku tindak pidana. 

2) Al-Rukn Al-Madi atau unsur materiil, 

Al-Rukn Al-Madi atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan 

bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti 

melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam 

melakukan sesuatu). 

3) Al-Rukn Al-Adabi atau unsur moril. 

Al-Rukn Al-Adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan 

bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di 

bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.
23

 

Sanksi diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan 

tujuan membangkitkan perasaan tanggung jawab terhadap anak serta 

memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak ke arah yang lebih baik sehingga 

tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat bertanggung jawab atas 

kesalahannya. 
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 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hlm. 2. 
23

 Ibid. hlm. 3. 


